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Perihal : Penyelesaian ijin masuk Departemen Kehakiman Rl
bagi pemegang PasporBritish Up. Korim/Kabid. Imigrasi;
National Overseas(BNO) dan 2. Kepala Kantor Imigrasi.
Paspor Hong Kong SAR. di -

Seluruh Indonesia

Memperhatikan perkembangan atas peralihan kedaulatan Hong Kong dari Pemerintah Iinggris

kepada Pemerintah RRC pasca 01 Juli 1997, bersama ini disampaikan bahwa pengaruh dan
implikasinya akan terhadapi dalam penanganan teknis keimigrasian. ‘

Sehubungan dengan. masalah tersebut, dengan ini diminta perhatian saudara dalam

pengamanan Paspor BNO dan Hong Kong SAR sebagai berikut:

1.

Setelah 30 Juni 1997, secara resmi Hong Kong berada di bawah kedaulatan Pemerintahan
RRC yang dalam pelaksanaan pemerintahannya diberikan status khusus yang disebut Hong
Kong Special Administrative Region (HongKong SAR); :

Pemerintahan Hong Kong SAR antara lain berwenang untuk mengeluarkan seluruh Dokumen
Perjalanan Hong Kong yang selama ini berlaku dan dikenal sebagai Certificate of identity (C of
1), Document of Identity (D of 1) serta paspor British National Overseas (BNO) yang dikeluarkan
oleh Perwakilan Inggris di Hong Kong untuk diganti menjadi Paspor Hong Kong SAR, yang
diberlakukan mulai 01 Juli 1997.

Proses penggantian dokumen-dokumen perjalanan menjadi paspor Hong Kong SAR akan
memakan waktu yang cukup lama mengingat kesempatan opsi-repudiasi Warga Hong Kong
tersebut, sehingga memungkinkan pada kurun waktu peralihan ini masih akan diketemukan
keseluruhan jenis dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud,

Mengalir pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas, agar Saudara segera memerintahkan
Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang beraia dalam
kewenangan Saudara untuk :

a. Pemegang C of | Hong Kong dan D of | Hong Kong yang telah diganti dengan Paspor
Hong Kong SAR, apabila memasuki wilayah Republik Indonesia diwajibkan untuk
menmiliki Visa;

b. Pemegang Paspor BNO (British National Overseas), dibebaskan dari keharusan memiliki
visa (tetap diberiakukan sebagaimana ketentuan sebelum 01 Juli 1997) dengan
pemberian BVKS selama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan

1) Masa berlaku Paspor paling kurang 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal kedatangan
(arrival date);



.

2) Harus memilii Permanent Resident Card atau ijin tinggal dan Reentry Permit yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Hong Kong SAR yang diperiihatkan saat tiba di Tempat
Pemerksaan Imigrasi;

3) Memperlihatkan Return Ticket (Ticket PP), tanpa mengganggu privatisasi pemegang
Paspor BNO yang tiba di Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI). Demikian untuk menjadi
perhatian dan pelaksanaan. :

DIREKTUR JENDERAL IMIGRAS!,
Ttd
PRANOWO

Tembusan :
01. Menteri Kehakiman RI (laporan) ;

02. Menteri Negara Sekretariat Negara RI
03. Menteri Luar Negeri Rl ;
04. Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman Rl ;
05. Sekretaris Jenderal Dep. Luar Negeri RI
06. Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman R ;
07. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan pada Dep. Kehakiman RI:
08. Para Direktur pada Ditjen Imigrasi ;
09. Kepala Perwakilan Rl di luar negeri
up. Kabid/Kasubid Imigrasi.



